








































































































































































































































































































































Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian

antara lain:
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Sistem informasi yang telah berhasil dibangun dan diimplementasikan

agar selalu dievaluasi untuk pengembangan sistem kedepan agar

meningkatkan kualitas layanan dan pencapaian kinerja LLDIKTI

Wilayah XVI;

Tim kerja agar meningkatkan koordinasi antar bidang terutama untuk

kinerja yang saling beririsan;

Perbaikan sumber data kinerja agar kualitas pengukuran kinerja

dapat menjadi lebih baik;

LLDIKTI Wilayah XVI agar terus melakukan inovasi untuk meningkatkan

kualitas pencapaian kinerja pada tahun berikutnya.

Rekomendasi Perbaikan Capaian Kinerja LLDIKTI Wilayah XVI di tahun

akan datang adalah : 

Sistem Informasi yang telah dibangun agar diinstitusionalisasikan

evaluasi berkala (misalnya per semester) dengan fokus pada User

Experience (UX) dan integrasi data, guna memastikan

pengembangan sistem ke depan mampu meningkatkan kualitas

layanan dan mendukung akuntabilitas kinerja secara optimal.

Tim kerja perlu memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi

cross-cutting (antar bidang) secara terjadwal dan terstruktur,

khususnya untuk program/kegiatan yang saling beririsan, untuk

meminimalisir duplikasi dan menjamin efektivitas pencapaian kinerja

bersama.



Seiring dengan selesainya periode Rencana Strategi (Renstra) Tahun

2020-2024, dapat disimpulkan bahwa LLDIKTI Wilayah XVI telah

melaksanakan program kegiatan berdasarkan target dan sasaran kinerja

yang ditetapkan dengan optimal. Selanjutnya, kita akan memasuki

periode arah dan kebijakan baru, yaitu Renstra Tahun 2025-2029,

dimana mengacu kepada Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Tahun 2025-2045 dan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2025-2029. Arah kebijakan baru tersebut tentunya akan memiliki

program, target, sasaran kinerja dan anggaran yang baru dan

mendukung peningkatan kualitas bidang pendidikan dan kebudayaan.
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LLDIKTI Wilayah XVI didorong untuk menetapkan peta jalan inovasi

(Roadmap Inovasi) yang berkesinambungan dan terukur, dengan

fokus pada outcome yang berdampak langsung pada peningkatan

kualitas layanan pendidikan tinggi dan pencapaian target kinerja

strategis di tahun berikutnya.





Pernyataan Telah Direviu
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo 

Tahun Anggaran 2024

Kami telah mereviu laporan kinerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo untuk tahun 
anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan 
kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, 
dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini 
keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Gorontalo, 20Januari 2025 
Ketua Tim Reviu,

Dr. Rukiah Nggilu , S.li.M.Sis



CheckPernyataan List

01. Laporan kinerja telah menyajikan data penting unit kerja

02. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja

E3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja yang memadai

Format
4. Telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan 
laporan

05. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

06. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan

1. Laporan kinerja disusun oleh tim yang bentuk atau unit kerja yang 
memiliki tugas dan fungsi menyusun laporan kinerja s
2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung 
dengan data yang memadai 0
3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit 
kerja ke tim/unit penyusun laporan kinerja aMekanisme Penyusunan

4. Telah ditetapkan penanggungjawab pengumpulan data/informasi dari 
setiap unit kerja 0

5. Data/informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini 
keandalannya 0

1. Sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan sasaran dalam 
perjanjian kinerja 0

02. Sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana stategis

3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang 
memadai 0

4. IKSS/IKP/IKK dalam laporan kinerja telah sesuai dengan IKSS/IKP/IKK 
dalam perjanjian kinerja 0

a5. Jika butir 4 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai

Substansi
6. Telah terdapat perbandingan data kinerja baik dengan tahun berjalan, 
dengan tahun lalu, tahun- tahun sebelumnya dan target akhir Renstra 0

7. Terdapat uraian analisis kinerja (program/kegiatan pendukung 
pencapaian indikator kinerja/hambatan dan kendala/langkah antisipasi) 
pada setiap indikator kinerja

0

8. Terdapat uraian tingkat pencapaian sasaran sampai dengan tahun 
berjalan 0

09. IKSS/IKP/IKK telah cukup mengukur sasaran

B10. IKSS/IKP/IKK telah SMART



 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo

Dengan
Sekretaris Jenderal

 

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada
hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama     : Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A.
Jabatan  : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama     : Suharti
Jabatan  : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan
dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja
dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target
Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

 

 Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan

Tinggi Wilayah XVI Gorontalo,

Ditandatangani secara elektronik

oleh :

Suharti

NIP : 196911211992032002

 

Ditandatangani secara elektronik

oleh :

Munawir Sadzali Razak,

S.IP.,M.A.

NIP : 198306102006041001

 



 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Sasaran (S/SK) Indikator (IKU/IKK)

Target

Perjanjian

Kinerja 2024

[1.0] Meningkatnya kualitas layanan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

(LLDIKTI)

[1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan

utama LLDIKTI
95

[1.0] Meningkatnya kualitas layanan

Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

(LLDIKTI)

[1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau

meningkatkan mutu dengan cara

penggabungan dengan PTS lain

61

[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi

kebijakan pendidikan tinggi

[2.1] Persentase PTS yang

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di

luar program studi

59.76

[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi

kebijakan pendidikan tinggi

[2.2] Persentase mahasiswa S1 atau

D4/D3/D2/D1 PTS yang menjalankan

kegiatan pembelajaran di luar program studi

atau meraih prestasi

2.50

[2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi

kebijakan pendidikan tinggi

[2.3] Persentase PTS yang

mengimplementasikan kebijakan

antiintoleransi, antikekerasan seksual,

antiperundungan, antinarkoba, dan

antikorupsi

92.68

[3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi

dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan

[3.1] Persentase PTS yang berhasil

meningkatkan kinerja dengan meningkatkan

jumlah dosen yang berkegiatan di luar

kampus

19.51

[3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi

dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan

[3.2] Persentase PTS yang berhasil

meningkatkan kinerja dengan meningkatkan

jumlah program studi yang bekerja sama

dengan mitra

41.46

[4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga

Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[4.1] Predikat SAKIP B

[4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga

Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas

Pelaksanaan RKA-K/L
91

No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1. 4472 Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Rp. 53.705.976.000,-

2. 6392 Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Rp. 22.666.440.000,-

Total Anggaran Rp. 76.372.416.000,-

 



 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

 Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Jenderal,  
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan

Tinggi Wilayah XVI Gorontalo,

Ditandatangani secara elektronik

oleh :

Suharti

NIP : 196911211992032002

 

Ditandatangani secara elektronik

oleh :

Munawir Sadzali Razak,

S.IP.,M.A.

NIP : 198306102006041001



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
   hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah XVI Gorontalo
Dengan

Sekretaris Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama    : Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A.
Jabatan : Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama    : Suharti
Jabatan : Sekretaris Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam
rangka  mencapai  target  kinerja  jangka  menengah  seperti  yang  telah  ditetapkan  dalam  dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja  dari  Perjanjian Kinerja  ini  dan mengambil  tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

  Gorontalo, 26 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal

Suharti
 

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
Gorontalo

Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A.



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
   hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Sasaran Indikator Satuan Target

[S 1] Meningkatnya
kualitas layanan Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi
(LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama
LLDIKTI % 95

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau
meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan
PTS lain

% 61

[S 2] Meningkatnya
efektivitas sosialisasi
kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan
pembelajaran di luar program studi % 59.76

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS
yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program
studi atau meraih prestasi

% 2.50

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan
kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual,
antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

% 92.68

[S 3] Meningkatnya inovasi
perguruan tinggi dalam
rangka meningkatkan mutu
pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan
kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang
berkegiatan di luar kampus

% 19.51

[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan
kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang
bekerja sama dengan mitra

% 41.46

[S 4] Meningkatnya tata
kelola Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP Predikat B

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Nilai 91

No Kode Nama Kegiatan Anggaran

1 4472 Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Rp 52.512.515.000

2 6392 Pengelolaan Lembaga Layanan Penddikan Tinggi Rp 18.414.967.000

Total Anggaran Rp 70.927.482.000

  Gorontalo, 26 November 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Jenderal

Suharti
 

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan
Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
Gorontalo

Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A.



 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Rencana Aksi
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo

Tahun 2024
 
 
 
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
 

No Sasaran Indikator

Target

Perjanjian

Kinerja

Satuan
Target Triwulan

I II III IV

1. [S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga

Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama

LLDIKTI
95 % 0 0 0 95

2. [S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga

Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau

meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan

PTS lain

61 % 0 0 0 61

3. [S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan

pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan

kegiatan pembelajaran di luar program studi
59.76 % 0 0 0 59.76

4. [S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan

pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1

PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar

program studi atau meraih prestasi

2.50 % 0 0 0 2.50

5. [S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan

pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan

kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual,

antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

92.68 % 0 0 0 92.68



 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

6. [S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan

kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang

berkegiatan di luar kampus

19.51 % 0 0 0 19.51

7. [S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam

rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan

kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang

bekerja sama dengan mitra

41.46 % 0 0 0 41.46

8. [S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP B Predikat - - - B

9. [S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan

RKA-K/L
91 Nilai 0 0 0 91

 

Rencana Aksi Rincian Output
 

No Rincian Output Volume Satuan
Target Rencana Aksi

Anggaran
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

1. [DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi

Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan

pembinaan peningkatan mutu

80 Lembaga 3 7 7 8 8 8 8 8 8 7 6 2 Rp. 5.117.936.000

2. [DK.4472.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi

Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan

rekomendasi

80 Lembaga 2 8 8 8 9 9 9 9 12 6 0 0 Rp. 219.610.000

3. [DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima

Tunjangan Profesi
1456 Orang 62 0 1394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Rp. 48.368.430.000

4. [WA.6392.EBA.962] Layanan Umum 11 Layanan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Rp. 529.659.000



 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

5. [WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran 12 Layanan 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rp. 21.766.440.000

6. [WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal 8 Unit 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 Rp. 370.341.000

Note : Sumber Data Referensi Dipa 0 Total Jumlah Pagu Rp 76.372.416.000

 

 Gorontalo, 28 April 2024

 
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah XVI Gorontalo,

   

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A.

NIP 198306102006041001

 



Laporan Kinerja Triwulan 1 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo 

Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama Triwulan 1
Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 1

No Sasaran Indikator
Target

Perjanjian
Kinerja

Satuan Target Capaian

1. 
[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan
utama LLDIKTI

95 % 0 0

2. 
[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau
meningkatkan mutu dengan cara penggabungan
dengan PTS lain

61 % 0 0

3. 
[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi
kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran di luar program studi

59.76 % 0 0

4. 
[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi
kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/
D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di
luar program studi atau meraih prestasi

2.50 % 0 0

5. 
[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi
kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang
mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi,
antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba,
dan antikorupsi

92.68 % 0 0



No Sasaran Indikator
Target

Perjanjian
Kinerja

Satuan Target Capaian

6. 
[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah
dosen yang berkegiatan di luar kampus

19.51 % 0 0

7. 
[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah
program studi yang bekerja sama dengan mitra

41.46 % 0 0

8. 
[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP B Predikat - -

9. 
[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L

91 Nilai 0 0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 1

1. [ S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) ] IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap
layanan utama LLDIKTI

Progress / Kegiatan :

Sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan LLDIKTI Wilayah XVI, beberapa kegiatan telah dilakukan yaitu : 1. Pelatihan Pelayanan Budaya Prima bagi Pegawai 

LLDIKTI Wilayah XVI  untuk mendukung pemberian layanan yang lebih maksimal kepada stakeholder. 2. Tindak lanjut hasil survei kepuasan Masyarakat atas pelayanan 

yang diberikan oleh LLDIKTI Wilayah XVI. 3. Evaluasi dan reviu standar pelayanan. 

Kendala / Permasalahan :

Beberapa Kendala yang dihadapi adalah belum adanya peta proses bisnis serta POS AP yang belum mutakhir. Pada pelaksanaan tindak lanjut hasil survei kepuasan 

Masyarakat, ditemukan kekeliruan yang dilakukan oleh pengguna dalam pengisian survei sehingga perlu dilakukan crosscheck kepada pengguna layanan yang 



memberikan feedback tidak puas terhadap layanan LLDIKTI Wilayah XVI. Kendala lainnya adalah belum tersedianya alat ukur untuk kepuasan pengguna pada layanan 

diluar Sipinter seperti PDDIKTI, SIAGA dan sistem lainnya.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melaksanakan penyusunan Peta Proses Bisnis serta pemutakhiran POS AP, serta melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi standar pelayanan yang telah dievaluasi. 

Selain itu parameter penilaian untuk Tingkat kepuasan pengguna akan dibuat lebih terperinci, serta membuat instrumen survei kepuasan pengguna bagi sistem 

pelayanan lain diluar Sipinter.

2. [ S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) ] IKU 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi
atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress / Kegiatan :

Berbagai kegiatan yang sudah dilakukan dalam rangka peningkatan persentasi PTS yang terakreditasi atau meningkatkan mutu dengan cara 
penggabungan/penyatuan dengan PTS lain adalah : 1. Pendampingan penyusunan Proposal Akselerasi Program Penggabungan Penyatuan PTS (APP-PTS) 
untuk badan penyelenggara yang menaungi Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado. 2. Evaluasi 
Administrasi Kesiapan Penyatuan Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado. 3. Pendataan Jumlah 
PTS yang belum terakreditasi institusi. 

Kendala / Permasalahan :

Dari hasil pendampingan penyusunan proposal APP-PTS serta evaluasi adminitrasi untuk Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Sekolah Tinggi 
Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado, ditemukan adanya permasalahan yaitu pelaporan mahasiswa diluar periode. Sedangkan pada pendataan jumlah PTS 
yang belum terakreditasi institusi berjumlah 40 PTS yang semuanya sudah harus mengunggah dokumen penilaian peringkat akreditasi selambat-lambatnya 
tanggal 16 Agustus 2024, salah satu kendala yang dihadapi dalam proses akreditasi PT juga yaitu belum semua PTS melaporkan SPMI serta sebagian besar 
PTS belum memiliki Auditor Mutu Internal.

Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas temuan pelaporan mahasiswa diluar periode pada Universitas Pembangunan Indonesia Manado, sebagai syarat 
dasar untuk diusulkan dalam program APP-PTS. Untuk peningkatan akreditasi institusi, akan dilakukan pendampingan baik oleh BAN-PT maupun oleh 

Dari hasil pendampingan penyusunan proposal APP-PTS serta evaluasi 
adminitrasi untuk Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado, ditemukan adanya permasalahan 
yaitu pelaporan mahasiswa diluar periode. Sedangkan pada pendataan jumlah 
PTS yang belum terakreditasi institusi berjumlah 40 PTS yang semuanya sudah 
harus mengunggah dokumen penilaian peringkat akreditasi selambat-
lambatnya tanggal 16 Agustus 2024, salah satu kendala yang dihadapi dalam 
proses akreditasi PT juga yaitu belum semua PTS melaporkan SPMI serta 
sebagian besar PTS belum memiliki Auditor Mutu Internal.

Dari hasil pendampingan penyusunan proposal APP-PTS serta evaluasi 
adminitrasi untuk Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado, ditemukan adanya permasalahan 
yaitu pelaporan mahasiswa diluar periode. Sedangkan pada pendataan jumlah 
PTS yang belum terakreditasi institusi berjumlah 40 PTS yang semuanya sudah 
harus mengunggah dokumen penilaian peringkat akreditasi selambat-
lambatnya tanggal 16 Agustus 2024, salah satu kendala yang dihadapi dalam 
proses akreditasi PT juga yaitu belum semua PTS melaporkan SPMI serta 
sebagian besar PTS belum memiliki Auditor Mutu Internal.



LLDIKTI Wilayah XVI khususnya dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) dan Laporan Evaluasi Diri (LED). Sedangkan untuk 
memaksimalkan Sistem Penjaminan Mutu Internal akan dilakukan pelatihan SPMI dan AMI bagi PTS.

3. [ S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi ] IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan
pembelajaran di luar program studi

Progress / Kegiatan :

Pada periode Triwulan I ini, LLDIKTI XVI berfokus pada koordinasi dengan Pusat Pelaksana Kampus Merdeka (PPKM) dengan tujuan agar mendapatkan 
arahan terhadap kegiatan sosialisasi program MBKM flagship yang terlaksana pada 2024. 

Kendala / Permasalahan :

belum ada data pelaporan MBKM flagship secara realtime yang dapat diakses langsung oleh LLDIKTI Wilayah XVI, sehingga kami tidak bisa melakukan 
monitoring untuk mendorong partisipasi PTS baik dosen maupun mahasiswanya untuk mengikuti program MBKM flagship. Sedangkan untuk peningkatan 
implementasi MBKM Mandiri, LLDIKTI XVI masih perlu berkoordinasi dengan Kampus Merdeka  Mandiri (KMM). 

Strategi / Tindak Lanjut :

Mengintensifkan sosialisasi program-program MBKM Flagship ke PTS, sesuai dengan periode pembukaan program yang dilaksanakan oleh PPKM. Mendorong 
PTS untuk bisa berpartisipasi pada setiap program MBKM yang dibuka. Segera melaksanakan koordinasi dengan Tim KMM terkait program kegiatan yang 
sudah kami rencanakan untuk tahun ini, serta membentuk dewan pakar MBKM dan Klinik MBKM.

4. [ S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi ] IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang
menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :



Upaya mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan MBKM terus dilakukan. Baik melalui program flagship maupun mandiri yang dirancang 
sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing perguruan tinggi. LLDIKTI XVI juga telah melaksanakan Workshop Pelaporan IKU-PT yang bertujuan 
untuk meningkatkan pelaporan IKU-PT di PDDIKTI.

Kendala / Permasalahan :

Belum terbentuknya Unit MBKM secara menyeluruh di PTS, serta masih lemahnya inisiasi dari PTS untuk mendorong mahasiswanya berpartisipasi dalam 
program MBKM.

Strategi / Tindak Lanjut :

Terus mendorong PTS untuk membentuk unit MBKM serta melaksanakan program MBKM Mandiri. LLDIKTI XVI juga akan memonitoring pelaporan IKU-PT 
melalui PDDIKTI secara berkala untuk memastikan pelaporan berjalan maksimal, juga mengintensifkan sosialisasi program-program MBKM Flagship

5. [ S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi ] IKU 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan
kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress / Kegiatan :

Saat ini, Persentase PTS yang telah memiliki Satuan Tugas (Satgas) PPKS sebesar 90%. Sehingga pada triwulan ini LLDIKTI XVI berfokus pada kegiatan 
diantaranya : 1. Bimbingan Teknis penyusunan regulasi pencegahan dan penanganan kekerasan di PTS, 2. Diskusi Kelompok Terpumpun Konsultasi Publik 
Terbatas Penguatan Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi, 3. Konsinyasi Reviu Modul Peningkatan Kapasitas 
Satgas PPKS di PTS

Kendala / Permasalahan :

Saat ini, LLDIKTI XVI belum mendapatkan laporan PTS yang sudah Menyusun regulasi pencegahan. Satgas PPKS di PTS juga belum mengikuti pelatihan 
dalam rangka penguatan kapasistas PKKS.



Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan monev terkait implementasi surat edaran Dirjen Vokasi dan Dirken Diktiristek terkait penguatan satgas PPKS di masing-masing PTS, serta 
mendorong penyusunan regulasi internal PTS untuk implementasi PPKS. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satgas PPKS bagi PTS yang sudah 
terbentuk 1 tahun dan sudah pernah menangani kasus kekerasan seksual. 

6. [ S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ] IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress / Kegiatan :

Untuk peningkatan persentasi jumlah dosen yang berkegiatan diluar kampus, LLDIKTI XVI terus mendorong dosen untuk selalu melakukan pemutakhiran 
data dosen pada SISTER dan PDDIKTI. LLDIKTI XVI juga telah melaksanakan Workshop Pelaporan IKU-PT yang bertujuan untuk meningkatkan pelaporan 
IKU-PT di PDDIKTI. 

Kendala / Permasalahan :

Masih ada dosen yang belum memahami proses pelaporan kegiatan dosen diluar kampus pada aplikasi SISTER. 

Strategi / Tindak Lanjut :

LLDIKTI XVI akan melaksanakan bimbingan teknis pelaporan aktifitas dosen diluar kampus melalui SISTER. Serta mengajak Pimpinan PTS untuk berperan 
aktif memastikan pemutakhiran data dosen dapat terlaksana secara berkala.

7. [ S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ] IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra



Progress / Kegiatan :

LLDIKTI Wilayah XVI telah melaksanakan monitoring terhadap pelaporan Kerjasama PTS dengan mitra melalui aplikasi LAPORKERMA. LLDIKTI Wilayah XVI 
juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada operator LAPORKERMA

Kendala / Permasalahan :

Dalam proses pelaporan Kerjasama, masih terdapat PTS yang belum melaporkannya melalui aplikasi LAPORKERMA. Lemahnya akses menjalin Kerjasama 
baik dengan Perguruan Tinggi Unggul dan DUDI juga menjadi salah satu kendala PTS.

Strategi / Tindak Lanjut :

LLDIKTI XVI akan melaksanakan bimbingan teknis Peningkatan Kualitas Pelaporan Kerjasama PT pada Laporkerma, serta fasilitasi  kerja sama dengan 
Perguruan Tinggi  Bereputasi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri (Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiats Telkom) 

8. [ S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) ] IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

Telah dilakukan evaluasi dan tindak lanjut  atas hasil penilaian SAKIP tahun 2023,. Beberapa upaya yang telah dilakukan yakni pengumpulan pelaporan 
pajak SPT Tahunan, SKP 2023 dan rencana SKP 2024 ASN LLDIKTI, serta melaksanakan FGD terkait program prioritas tahun 2025 . 

Kendala / Permasalahan :

Kendala yang dihadapi dalam  perencanaan kinerja yakni masih terdapat beberapa dosen DPK yang belum memahami penyusunan SKP sesuai  Permenpan 
No. 6 Tahun 2022  serta masih terdapat pegawai yang belum menyusun komitken kinerja yang selaras dengan target ketua tim atau kepala lembaga. 



Strategi / Tindak Lanjut :

Melakukan pendekatan ke masing-masing tim kerja agar pegawai dalam timnya untuk menyusun komitmen kinerja. Serta mengkoordisasikan dengan 
seluruh ASN baik tendik dan Dosen DPK untuk penyusunan Evaluasi SKP dan Rencana SKP 2024. 

9. [ S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) ] IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

LLDIKTI XVI secara  intensif berkoordinasi dengan Kanwil DjPb terkait pengelolaan IKPA serta melaksanakan patok banding  pengelolaan IKPA, EKA dan 
NKA. kami juga telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan  yang diikuti oleh seluruh ASN dan Tim SPI lingkup LLDIKTI XVI.

Kendala / Permasalahan :

Volume kegiatan yang begitu besar serta jumlah SDM pelaksana yang terbatas menyulitkan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sehingga berdampak 
pada belum optimalnya penyerapan serta terjadinya deviasi yang diluar prediksi. koordinasi antar tim kerja dengan pengelola keuangan juga masih menjadi 
tantangan tersendiri dalam mencapai target yang telah ditetapkan

Strategi / Tindak Lanjut :

Mengintensifkan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk memastikan parameter yang ada dalam NKA dapat dicapai secara optimal. melakukan 
reviu dan monev secara berkala untuk memastikan seluruh priogram dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mengambil tindakan mitigasi dan 
korektif apabila terjadi potensi masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut 

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 1

Uraian Rincian Output Satuan Volume Capaian Realisasi



Sisa
Capaian

Pagu
Anggaran

Sisa
Anggaran

[723024.DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi
Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan
peningkatan mutu

Lembaga 80 17 63 5.117.936.000 478.853.983 4.639.082.017

[723024.DK.4472.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi
Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi

Lembaga 80 18 62 219.610.000 19.852.402 199.757.598

[723024.DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima
Tunjangan Profesi

Orang 1.456 1.456 0 48.368.430.000 7.970.560.500 40.397.869.500

[723024.WA.6392.EBA.962] Layanan Umum Layanan 11 3 8 529.659.000 21.117.450 508.541.550

[723024.WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran Layanan 12 3 9 21.766.440.000 3.798.157.553 17.968.282.447

[723024.WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal Unit 8 0 8 370.341.000 0 370.341.000

Total 76.372.416.000 12.288.541.888 64.083.874.112

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tim Kerja IKU agar memastikan rencana tindak lanjut yang sudah dibahas dapat  dilaksanakan sesuai dengan jadwal. 
Indeks Kepuasan Masyarakat yang didapatkan dari survei internal di aplikasi SIPINTER agar dipublikasikan secara terbuka. 
Aspek-aspek pelayanan yang nilai kepuasannya masih rendah agar dievaluasi dan diidentifikasi penyebabnya dan dicarikan 
solusinya

2. Tim Kerja IKU agar fokus mengawal PTS dan prodi yang belum terakreditasi, mengingat batas waktu untuk 
melakukan submit dokumen LED dan LKPT/LKPS yang diberikan sesuai Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 adalah 
16 Agustus 2023. 

3. Intensifkan koordinasi dengan PTS untuk pembentukan unit khusus yang menangani MBKM, mulai dari 
pendampingan partisipasi mahasiswa pada program flagship, perancangan program MBKM Mandiri dan Pelaporan 
aktivitas MBKM melalui PD DIKTI

4. Tim Kerja MBKM agar berkoordianasi dengan PMO MBKM untuk meminta akses data real-time terkait progress 
pendaftaran mahasiswa pada program MBKM Flagship, agar kita dapat menghubungi PTS yang partisipasi 
mahasiswanya masih sedikit untuk mendorong lebih banyak mahasiswa untuk berpartisipasi



5. Karena mayoritas PTS sudah membentuk satgas PPKS, maka fokus berikutnya adalah peningkatan kompetensi 
satgas PPKS di tingkat PTS. selain dosa KS, agar program kita juga menyentuh dosa PT lain mulai kampanye anti 
narkoba, implementasi PAK di kurikulum PT dan memastikan PKKMB bebas dari terjadinya kekerasan, perundungan, 
intimidasi dan intoleransi.

6. Di lapangan sudah banyak dosen yang melakukan aktivitas di luar kampus sesuai dengan parameter IKU 3 PT, 
namun dosen belum mengetahui teknis pelaporan secara lebih detail. fokuskan pendampingan pada pelaporan 
aktivitas dosen melalui SISTER, khususnya pada PTS yang nilai IKU 3 nya masih rendah.

7. Identifikasi PTS yang belum memiliki dokumen kerjasama dan pelaporan kerjasama di tingkat program studi, agar 
dilakukan pendampingan untuk pelaporannya. dorong pimpinan PTS agar kerjasama yang telah dijalin di tingkat perguruan 
tinggi dapat diimplementasikan secara lebih teknis lagi sampai ke tingkat program studi yang ditandai dengan keberadaan 
dokumen Perjanjian Kerjasama dan Implementing Arrangement.

8. Pastikan agar siklus mulai dari perencanan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja 
betul-betul telah berjalan dengan baik sehingga peringkat SAKIP LLDIKTI Wilayah XVI dapat meningkat di tahun 
2024 ini. lakukan crosscheck secara berkala terkait target kinerja dengan realisasi dan implementasinya di lapangan.

9. Upayakan target serapan di akhir TW 2 mendatang mencapai target 50 persen dan deviasi terjaga dibawah 5 
persen setiap bulannya. lakukan crosscheck setiap tanggal 20 setiap bulan untuk mengatur strategi belanja, 
khususnya belanja barang (52)

Gorontalo, 20 Mei 2024 
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
Gorontalo,

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A. 
NIP 198306102006041001 



Laporan Kinerja Triwulan 2 
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo 

Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil Capaian Kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo selama Triwulan 2
Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

A. Progress Capaian Kinerja Triwulan 2

No Sasaran Indikator
Target

Perjanjian
Kinerja

Satuan Target Capaian

1. 
[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan
utama LLDIKTI

95 % 0 0

2. 
[S 1.0] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau
meningkatkan mutu dengan cara penggabungan
dengan PTS lain

61 % 0 0

3. 
[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi
kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran di luar program studi

59.76 % 0 0

4. 
[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi
kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/
D1 PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di
luar program studi atau meraih prestasi

2.50 % 0 0

5. 
[S 2.0] Meningkatnya efektivitas sosialisasi
kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.3] Persentase PTS yang
mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi,
antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba,
dan antikorupsi

92.68 % 0 0



No Sasaran Indikator
Target

Perjanjian
Kinerja

Satuan Target Capaian

6. 
[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah
dosen yang berkegiatan di luar kampus

19.51 % 0 0

7. 
[S 3.0] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah
program studi yang bekerja sama dengan mitra

41.46 % 0 0

8. 
[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP B Predikat - -

9. 
[S 4.0] Meningkatnya tata kelola Lembaga
Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L

91 Nilai 0 0

B. Hasil Analisis Capaian Kinerja Triwulan 2

1. [ S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) ] IKU 1.1 Kepuasan pengguna terhadap
layanan utama LLDIKTI

Progress / Kegiatan :

-Upaya peningkatan kualitas pelayanan terus dilakukan. Peningkatan ini sangat berpengaruh pada kepuasan pengguna 
layanan. Pada triwulan kedua ini LLDIKTI Wilayah  XVI melaksanakan kegiatan Penyusunan Peta Proses Bisnis dan 
Pemutakhiran POS AP yang pada triwulan pertama telah dirancang sebagai upaya tindak lanjut dan perbaika. Selain itu, 
untuk memperkuat integritas pegawai dan mewujudkan LLDIKTI Wilayah XVI sebagai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi 
(ZI-WBK), LLDIKTI juga melaksanakan kegiatan Penyusunan Road Map dan Rencana Kerja tim ZI-WBK. Berdasarkan hasil 
survei kepada pengguna layanan, untuk Triwulan II Tahun 2024, persentase kepuasaan pengguna layanan saat ini mencapai 
100% dari 169 orang responden.

Kendala / Permasalahan :



-Kendala yang masih dihadapi adalah belum belum tersedianya ruang penyimpanan digital bagi arsip dan dokumen terkait 
pelayanan. Hal ini mengakibatkan belum ada salinan dokumenyang terdapat pada sistem persuratan elektronik, sehingga 
data tersebut belum dapat dipulihkan akibat terjadinyagangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Strategi / Tindak Lanjut :

-Walau persentase kepuasan layanan pada triwulan kedua mencapai 100 persen, namun berbagai upaya tetap perlu dilakukan untuk menjaga tingkat
kepuasan ini, termasuk mendorong pegawai-pegawai untuk menyelesaikan produk layanan melebihi ekspektasi dari pengguna layanan. Secara teknis,
layanan SIPINTER perlu dilakukan penyegaran interface, serta dibutuhkan ruang penyimpanan digital untuk salinan arsip dan dokumen produk
pelayanan yang dapat digunakan oleh seluruh tim kerja yang terkait dengan pelayanan.

2. [ S 1.0 Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) ] IKU 1.2 Persentase PTS yang terakreditasi
atau meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain

Progress / Kegiatan :

-Untuk mencapai target pada indikator ini, upaya yang dilakukan adalah pendampingan yang intersif bagi perguruan 
tinggi yang belum terakreditasi. Sebelum pendampingan dilakukan, dari total 81 PTS yang berada di lingkungan 
LLDIKTI Wilayah XVI, terdapat 40 PTS yang belum memiliki Peringkat Akreditasi. Setelah upaya pendampingan 
dilakukan bersama dengan BAN-PT pada triwulan II, jumlah PTS yang tidak terakreditasi telah berkurang menjadi 29 
PTS.   Selain itu, peningkatan mutu melalui penggabungan/penyatuan juga kami dorong pada  Universitas 
Pembangunan Indonesia Manado dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado. Setelah pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi pada triwulan I, kedua PT tersebut telah melakukan pendaftaran pada program Akselerasi 
Program Penggabungan Penyatuan Perguruan Tinggi Swasta (APPP-PTS) batch II yang dilaksanakan oleh Direktorat 
Kelembagaan Ditjen Diktiristek.

Kendala / Permasalahan :



-Jumlah PTS yang belum memiliki peringkat akreditasi Institusi hampir separuh dari seluruh PTS yang ada di 
lingkungan LLDIKTI Wilayah XVI. Pendampingan yang dilakukan oleh BAN-PT secara nasional tidak bisa menjangkau 
seluruh PTS tersebut karena kuota dan anggaran yang terbatas.

Strategi / Tindak Lanjut :

-LLDIKTI Wilayah XVI akan melakukan pendampingan mandiri untuk akselerasi peringkat akreditasi institusi bagi 29 
PTS yang belum memiliki peringkat akreditasi. Adapun untuk program APPP-PTS batch II, LLDIKTI Wilayah XVI 
 menunggu hasil evaluasi adminsitrasi dan tahapan dari direktorat kelembagaan Ditjen Diktiristek. 

3. [ S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi ] IKU 2.1 Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan
pembelajaran di luar program studi

Progress / Kegiatan :

-Setelah berkoordinasi dengan Tim Pusat Pelaksana Kampus Merdeka, pada Triwulan II ini LLDIKTI Wilayah XVI juga 
melakukan koordinasi dengan Tim Kampus Merdeka Mandiri untuk membahas rangkaian kegiatan yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2024 khususnya untuk penentuan waktu pelaksanaan kegiatan dan substansinya. Sebagai 
bentuk dukungan untuk keberlangsungan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), LLDIKTI Wilayah XVI 
pada triwulan II juga melaksanakan kegiatan Lokakarya pengembangan kurikulum bagi rumpun ilmu formal bidang 
ilmu komputer dan rumpun ilmu terapan bidang ekonomi. Kegiatan ini bertujuan untuk menata kembali kurikulum 
agar dapat berbasis MBKM. Sebagai upaya akselerasi implementasi MBKM Mandiri, LLDIKTI XVI  melaksanakan 
berbagai kegiatan dengan tajuk “Klinik MBKM”. Kegiatan ini menjadi salah satu layanan LLDIKTI XVI untuk 
memenuhi kebutuhan PTS dalam rangka peningkatan pelaporan MBKM Mandiri. Kegiatan yang dilaksanakan pada 
Klinik MBKM diantaranya Bimbingan Teknis Pelaporan MBKM pada PDDIKTI, Pelaporan Dosen yang beraktifitas diluar 
kampus, serta bimbingan teknis pelaporan PTS pada LAPORKERMA. LLDIKTI XVI juga telah membentuk Tim Dewan 
Pakar MBKM yang bertujuan untuk mendampingi PTS sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan peran 
PTS pada implementasi MBKM Mandiri. Bimbingan Teknis Dewan Pakar MBKM LLDIKTI Wilayah XVI dilaksanakan 
dengan menghadirkan salah satu Dewan Pakar dari LLDIKTI Wilayah III, Sebagai LLDIKTI Pertama yang memiliki 
Dewan Pakar MBKM. Wujud  keseriusan LLDIKTI Wilayah XVI sebagai katalisator MBKM Mandiri dapat dilihat juga 



dengan digelarnya Rapat Koordinasi MBKM Mandiri yang bertujuan untuk percepataan penerapan MBKM Mandiri di 
seluruh PTS yang ada di LLDIKTI Wilayah XVI. kegiatan ini diikuti oleh seluruh PTS dengan agenda Workshop MBKM 
Mandiri dan Diseminasi Implementasi MBKM Mandiri dengan menghadirkan Mitra Nasional MBKM dan berbagi praktik 
baik bersama PT yang telah menerapkan MBKM Mandiri. Dengan terlaksananya kegiatan ini, LLDIKTI Wilayah XVI 
menjadi LLDIKTI pertama yang melaksanakan Rakor MBKM Mandiri.  

Kendala / Permasalahan :

-Pada kegiatan Lokakarya pengembangan kurikulum tidak dihadiri oleh semua prodi terkait, hal ini menyebabkan 
pengembangan kurikulum kemungkinan hanya bisa dilakukan oleh PTS yang serius dan berkomitmen untuk menata 
kembali kurikulum berbasis MBKM. Klinik MBKM telah dilaksanakan maksimal dengan menghadirkan narasumber 
yang berkompeten dan mengundang operator teknis serta staf Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab pada 
pelaporan IKU, namun kegiatan ini sebagian besar dihadiri oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang notebenenya bukan 
pelaksana teknis, sehingga dikhawatirkan implementasi bimbingan teknis tidak akan terlaksana optimal pada 
perguruan tinggi. Pembentukan Dewan Pakar MBKM merupakan pertama kalinya di LLDIKTI Wilayah XVI, selain 
bimbingan teknis, juga dibutuhkan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas seperti patok banding, Focus Group 
Discussion (FGD) dan Workshop untuk memaksimalkan peran dan fungsi Dewan Pakar MBKM. Dari hasil Pelaksanaan 
Rapat Koordinasi MBKM Mandiri masih ada Perguruan Tinggi yang belum memahami esensi dari MBKM Mandiri. Hal 
ini menjadi salah satu tantangan dalam akselerasi implementasi MBKM Mandiri.

Strategi / Tindak Lanjut :

-Mengintensifkan sosialisasi program-program MBKM Flagship ke PTS, sesuai dengan periode pembukaan program yang dilaksanakan oleh PPKM. 
Mendorong PTS untuk bisa berpartisipasi pada setiap program MBKM yang dibuka. Segera melaksanakan koordinasi dengan Tim KMM terkait program 
kegiatan yang sudah kami rencanakan untuk tahun ini, serta membentuk dewan pakar MBKM dan Klinik MBKM.

4. [ S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi ] IKU 2.2 Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1 PTS yang
menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress / Kegiatan :



-Setelah melakukan koordinasi dengan Tim Pusat Pelaksana Kampus Merdeka, Triwulan II ini LLDIKTI XVI juga 
melakukan koordinasi dengan Tim Kampus Merdeka Mandiri untuk membahas rangkaian kegiatan yang akan 
dilaksanakan pada tahun 2024 khususnya untuk penentuan waktu pelaksanaan kegiatan dan substansinya. Dalam 
Mendukung Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi yang selama ini sudah berjalan, LLDIKTI XVI melaksanakan kegiatan Lokakarya pengembangan 
kurikulum bagi rumpun ilmu formal bidang ilmu komputer dan rumpun ilmu terapan bidang ekonomi. Kegiatan ini 
bertujuan untuk menata kembali kurikulum agar dapat berbasis MBKM. Sebagai upaya akselerasi implementasi 
MBKM Mandiri, LLDIKTI XVI  melaksanakan berbagai kegiatan dengan tajuk “Klinik MBKM”. Kegiatan ini menjadi 
salah satu layanan LLDIKTI XVI untuk memenuhi kebutuhan PTS dalam rangka peningkatan pelaporan MBKM 
Mandiri. Kegiatan yang dilaksanakan pada Klinik MBKM diantaranya Bimbingan Teknis Pelaporan MBKM pada 
PDDIKTI, Pelaporan Dosen yang beraktifitas diluar kampus, serta bimbingan teknis pelaporan PTS pada 
LAPORKERMA. LLDIKTI XVI juga telah membentuk Tim Dewan Pakar MBKM yang bertujuan untuk mendampingi PTS 
sesuai dengan kebutuhan dalam rangka peningkatan peran PTS pada implementasi MBKM Mandiri. Bimbingan Teknis 
Dewan Pakar MBKM LLDIKTI Wilayah XVI dilaksanakan dengan menghadirkan salah satu Dewan Pakar dari LLDIKTI 
Wilayah III, Sebagai LLDIKTI Pertama yang memiliki Dewan Pakar MBKM. Bentuk fokus LLDIKTI Wilayah XVI sebagai 
katalisator MBKM Mandiri dapat terlihat dengan digelarnya Rapat Koordinasi MBKM Mandiri yang bertujuan untuk 
percepataan penerapan MBKM Mandiri di seluruh PTS yang ada di LLDIKTI Wilayah XVI. kegiatan ini diikuti oleh 
seluruh PTS dengan agenda Workshop MBKM Mandiri dan Diseminasi Implementasi MBKM Mandiri dengan 
menghadirkan Mitra Nasional MBKM dan berbagi praktik baik bersama PT yang telah menerapkan MBKM Mandiri. 
Dengan terlaksananya kegiatan ini, LLDIKTI XVI menjadi LLDIKTI pertama yang melaksanakan Rakor MBKM Mandiri. 

Kendala / Permasalahan :

-Animo pengelola prodi untuk mengikuti kegiatan lokakarya pengembangan kurikulum masih rendah, sehingga 
pengembangan kurikulum hanya dilakukan oleh PTS yang serius dan berkomitmen untuk menata kembali kurikulum 
berbasis MBKM. Klinik MBKM telah dilaksanakan maksimal dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten 
dan mengundang operator teknis serta staf Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab pada pelaporan IKU, namun 
kegiatan ini sebagian besar dihadiri oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dan bukan bukan pelaksana pada tingkat teknis, 
sehingga dikhawatirkan implementasi bimbingan teknis tidak akan terlaksana optimal pada perguruan tinggi. 
Pembentukan Dewan Pakar MBKM merupakan pertama kalinya di LLDIKTI Wilayah XVI, selain bimbingan teknis, juga 
dibutuhkan kegiatan-kegiatan peningkatan kualitas seperti patok banding, Focus Group Discussion (FGD) dan 



Workshop untuk memaksimalkan peran dan fungsi Dewan Pakar MBKM. Dari hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi 
MBKM Mandiri masih terdapat Perguruan Tinggi yang belum memahami esensi dari MBKM Mandiri. Hal ini menjadi 
salah satu tantangan dalam akselerasi implementasi MBKM Mandiri.

Strategi / Tindak Lanjut :

-Terus mendorong PTS untuk membentuk unit MBKM serta melaksanakan program MBKM Mandiri. LLDIKTI XVI juga akan memonitoring pelaporan IKU-PT 
melalui PDDIKTI secara berkala untuk memastikan pelaporan berjalan maksimal, juga mengintensifkan sosialisasi program-program MBKM Flagship

5. [ S 2.0 Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi ] IKU 2.3 Persentase PTS yang mengimplementasikan
kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress / Kegiatan :

-Pada Triwulan II, LLDIKTI XVI melakukan pelatihan penguatan peningkatan kapasitas Satuan Tugas PPKS yang ada 
di Provinsi Sulut. Kegiatan ini diikuti oleh 38 PTS di wilayah Sulut dengan menghadirkan Ketua dan Sekretaris 
Satgas. LLDIKTI XVI bekerja sama dengan Pusat Penguatan Karakter (PUSPEKA) dan juga mengundang Satgas PPKS 
dari Universitas Pelita Harapan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Swara Parampuang sebagai narasumber. 

Kendala / Permasalahan :

-Saat ini, LLDIKTI XVI belum mendapatkan laporan PTS yang sudah Menyusun regulasi pencegahan. Satgas PPKS di PTS juga belum mengikuti pelatihan 
dalam rangka penguatan kapasistas PKKS.

Strategi / Tindak Lanjut :

-Melakukan monev terkait implementasi surat edaran Dirjen Vokasi dan Dirken Diktiristek terkait penguatan satgas PPKS di masing-masing PTS, serta 
mendorong penyusunan regulasi internal PTS untuk implementasi PPKS. Melaksanakan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Satgas PPKS bagi PTS yang sudah 
terbentuk 1 tahun dan sudah pernah menangani kasus kekerasan seksual. 



6. [ S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ] IKU 3.1 Persentase PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress / Kegiatan :

-Peningkatan Persentase jumlah dosen yang berkegiatan di luar kampus, dapat terlihat dari pelaporannya pada 
SISTER. LLDIKTI XVI telah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pelaporan dosen berkegiatan di luar kampus 
melalui SISTER. Diharapkan dari hasil kegiatan ini, dapat meminimalisir kesalahan dosen dalam pelaporan. 

Kendala / Permasalahan :

-Kegiatan ini sebagian besar dihadiri oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang notebenenya bukan pelaksana teknis, 
sehingga dikhawatirkan implementasi bimbingan teknis tidak akan terlaksana optimal pada perguruan tinggi. Jika 
dilihat dari pelaporan IKU pada PDDIKTI, masih banyak PTS yang belum maksimal dalam pelaporannya. Dari hasil 
kegiatan tersebut, juga ditemukan masih ada Badan Penyelenggara yang belum memahami pentingnya dosen 
berkegiatan di luar kampus, sebagai poin dalam peningkatan Indikator Kinerja Utama.

Strategi / Tindak Lanjut :

-Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaporan akan dilaksanakan kembali dengan target peserta yaitu seluruh dosen-
dosen yang ada di Perguruan Tinggi Swasta. LLDIKTI Wilayah XVI juga akan menggelar kegiatan Persamaan persepsi 
Badan Penyelenggara dan Pimpinan PT tentang dosen berkegiatan di luar kampus. 

7. [ S 3.0 Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ] IKU 3.2 Persentase PTS yang berhasil
meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress / Kegiatan :



-LLDIKTI Wilayah XVI telah melaksanakan monitoring terhadap pelaporan Kerjasama PTS dengan mitra melalui aplikasi LAPORKERMA. LLDIKTI Wilayah XVI 
juga melakukan pendampingan secara berkelanjutan kepada operator LAPORKERMA

Kendala / Permasalahan :

-Dalam proses pelaporan Kerjasama, masih terdapat PTS yang belum melaporkannya melalui aplikasi LAPORKERMA. Lemahnya akses menjalin Kerjasama 
baik dengan Perguruan Tinggi Unggul dan DUDI juga menjadi salah satu kendala PTS.

Strategi / Tindak Lanjut :

-LLDIKTI XVI akan melaksanakan bimbingan teknis Peningkatan Kualitas Pelaporan Kerjasama PT pada Laporkerma, serta fasilitasi  kerja sama dengan 
Perguruan Tinggi  Bereputasi baik dalam Negeri maupun Luar Negeri (Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiats Telkom) 

8. [ S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) ] IKU 4.1 Predikat SAKIP

Progress / Kegiatan :

-Pemenuhan dokumen pendukung  untuk penilaian SAKIP telah ditindaklanjuti sesuai arahan hasil pendampingan 
oleh Tim Akuntabilitas (SAKIP) Biro Perencanaan.  

Kendala / Permasalahan :

-Kendala yang dihadapi dalam  perencanaan kinerja yakni masih terdapat beberapa dosen DPK yang belum 
 menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 yang selaras dengan  PK Kelapa LLDIKTI Tahun 2024

Strategi / Tindak Lanjut :



-
Melakukan pendampingan dan koodinasi dengan Dosen DPK untuk penyusunan Evaluasi SKP 2023 dan Rencana SKP 
2024. 

9. [ S 4.0 Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) ] IKU 4.2 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L

Progress / Kegiatan :

-LLDIKTI XVI secara  intensif berkoordinasi dengan Kanwil DjPb terkait pengelolaan IKPA serta melaksanakan patok 
banding  pengelolaan IKPA, EKA dan NKA. kami juga telah melaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Pengelolaan 
Keuangan  yang diikuti oleh seluruh ASN dan Tim SPI lingkup LLDIKTI XVI.

Kendala / Permasalahan :

-Volume kegiatan yang begitu besar serta jumlah SDM pelaksana yang terbatas menyulitkan pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu sehingga berdampak 
pada belum optimalnya penyerapan serta terjadinya deviasi yang diluar prediksi. koordinasi antar tim kerja dengan pengelola keuangan juga masih menjadi 
tantangan tersendiri dalam mencapai target yang telah ditetapkan

Strategi / Tindak Lanjut :

-Mengintensifkan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk memastikan parameter yang ada dalam NKA dapat dicapai secara optimal. melakukan 
reviu dan monev secara berkala untuk memastikan seluruh priogram dan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan mengambil tindakan mitigasi dan 
korektif apabila terjadi potensi masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut 

C. Capaian Fisik dan Anggaran Per-Rincian Output Triwulan 2

Uraian Rincian Output Satuan Volume Capaian Realisasi



Sisa
Capaian

Pagu
Anggaran

Sisa
Anggaran

[723024.DK.4472.BDB.001] Lembaga Pendidikan Tinggi
Akademik dan Vokasi yang mendapatkan layanan pembinaan
peningkatan mutu

Lembaga 80 0 80 5.117.936.000 1.470.879.347 3.647.056.653

[723024.DK.4472.BDB.002] Lembaga Pendidikan Tinggi
Akademik dan Vokasi yang mendapat layanan rekomendasi

Lembaga 80 0 80 219.610.000 44.631.402 174.978.598

[723024.DK.4472.BEJ.001] Dosen Non PNS yang Menerima
Tunjangan Profesi

Orang 1.456 0 1.456 48.368.430.000 15.882.513.000 32.485.917.000

[723024.WA.6392.EBA.962] Layanan Umum Layanan 11 0 11 529.659.000 83.521.415 446.137.585

[723024.WA.6392.EBA.994] Layanan Perkantoran Layanan 12 0 12 21.766.440.000 7.688.630.861 14.077.809.139

[723024.WA.6392.EBB.951] Layanan Sarana Internal Unit 8 0 8 370.341.000 30.519.420 339.821.580

Total 76.372.416.000 25.200.695.445 51.171.720.555

D. Rekomendasi Pimpinan

1. Tim Kerja IKU agar memastikan rencana tindak lanjut yang sudah dibahas dapat  dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Indeks Kepuasan Masyarakat yang didapatkan 

dari survei internal di aplikasi SIPINTER agar dipublikasikan secara terbuka. Aspek-aspek pelayanan yang nilai kepuasannya masih rendah agar dievaluasi dan diidentifikasi 

penyebabnya dan dicarikan solusinya

2. Tim Kerja IKU agar fokus mengawal PTS dan prodi yang belum terakreditasi, mengingat batas waktu untuk melakukan submit dokumen LED dan LKPT/
LKPS yang diberikan sesuai Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 adalah 16 Agustus 2023. 

3. Intensifkan koordinasi dengan PTS untuk pembentukan unit khusus yang menangani MBKM, mulai dari pendampingan partisipasi mahasiswa pada 
program flagship, perancangan program MBKM Mandiri dan Pelaporan aktivitas MBKM melalui PD DIKTI

4.Tim Kerja MBKM agar berkoordianasi dengan PMO MBKM untuk meminta akses data real-time terkait progress pendaftaran mahasiswa pada program 
MBKM Flagship, agar kita dapat menghubungi PTS yang partisipasi mahasiswanya masih sedikit untuk mendorong lebih banyak mahasiswa untuk 
berpartisipasi

5. 
Karena mayoritas PTS sudah membentuk satgas PPKS, maka fokus berikutnya adalah peningkatan kompetensi satgas PPKS di tingkat PTS. selain dosa KS, 



agar program kita juga menyentuh dosa PT lain mulai kampanye anti narkoba, implementasi PAK di kurikulum PT dan memastikan PKKMB bebas dari 
terjadinya kekerasan, perundungan, intimidasi dan intoleransi

6. Di lapangan sudah banyak dosen yang melakukan aktivitas di luar kampus sesuai dengan parameter IKU 3 PT, namun dosen belum mengetahui teknis 
pelaporan secara lebih detail. fokuskan pendampingan pada pelaporan aktivitas dosen melalui SISTER, khususnya pada PTS yang nilai IKU 3 nya masih 
rendah

7. 
Identifikasi PTS yang belum memiliki dokumen kerjasama dan pelaporan kerjasama di tingkat program studi, agar dilakukan pendampingan untuk pelaporannya. dorong 

pimpinan PTS agar kerjasama yang telah dijalin di tingkat perguruan tinggi dapat diimplementasikan secara lebih teknis lagi sampai ke tingkat program studi yang ditandai 

dengan keberadaan dokumen Perjanjian Kerjasama dan Implementing Arrangement

8. Pastikan agar siklus mulai dari perencanan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja betul-betul telah berjalan dengan baik 
sehingga peringkat SAKIP LLDIKTI Wilayah XVI dapat meningkat di tahun 2024 ini. lakukan crosscheck secara berkala terkait target kinerja dengan realisasi 
dan implementasinya di lapangan.

9. upayakan target serapan di akhir TW 2 mendatang mencapai target 50 persen dan deviasi terjaga dibawah 5 persen setiap bulannya. lakukan crosscheck 
setiap tanggal 20 setiap bulan untuk mengatur strategi belanja, khususnya belanja barang (52)

Gorontalo, 07 Agustus 2024 
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
Gorontalo,

Ditandatangani secara elektronik oleh : 
Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A. 
NIP 198306102006041001 



Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti
   hukum yang sah.”
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Laporan Kinerja Triwulan 3
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

XVI Gorontalo
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
Gorontalo selama triwulan 3 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator
Target

Perjanjian
Kinerja

Satuan Target Capaian

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama
LLDIKTI 95 % 0 99.96

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau
meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan
PTS lain

61 % 0 74

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran di luar program studi 59.76 % 0 61.7

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1
PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar
program studi atau meraih prestasi

2.50 % 0 2.7

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan
kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual,
antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

92.68 % 0 93.8

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan
kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang
berkegiatan di luar kampus

19.51 % 0 20

[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan
kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang
bekerja sama dengan mitra

41.46 % 0 49.38

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP B Predikat - -

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 91 Nilai 0 0
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B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI  pada triwulan ketiga ini  mencapai
99.96 persen % dari  dari  254 penilaian (responden) terdapat satu penilaian tidak puas.
Peningkatan kualitas layanan LLDIKTI akan terus diperbaiki dengan melakukan pengawasan
dan evaluasi secara rutin atas pelayanan informasi dan administrasi yang dilakukan oleh
pegawai LLDIKTI Wilayah XVI. Pada triwulan ketiga, peningkatan layanan difokuskan kepada
pengembangan penyimpanan digital serta Component Based Software Engineering (CBSE)
atau rekayasa perangkat lunak berbasis komponen. 

Kendala/Permasalahan

Pemahaman layanan yang masih sering melakukan kesalahan penilaian. Ada ketidaksesuaian
antara Tingkat kepuasan dengan catatan penilaian yang diberikan.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu  perubahan  pada  fitur  penilaian  kepuasan  pengguna  layanan  agar  lebih  mudah
digunakan  dan  sesuai  antara  Tingkat  kepuasan  dan  catatan  penilaian.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU  1.2]  Persentase  PTS  yang  terakreditasi  atau  meningkatkan  mutu  dengan  cara
penggabungan  dengan  PTS  lain

Progress/Kegiatan

Pada triwulan ketiga, LLDIKTI XVI fokus ke pendampingan akselerasi akreditasi institusi
Perguruan Tinggi. dari data triwulan kedua, total PTS yang terakreditasi berjumlah 52
PTS dari  81 PTS.  Untuk itu,  LLDIKTI  mengundang Dewan Eksekutif  BAN-PT beserta
asesor untuk mendampingi langsung 24 PTS secara intens. Dari hasil pendampingan
tersebut, saat ini jumlah PTS yang TERAKREDITASI Institusi telah berjumlah 72 PTS dari
total  81  PTS.  Diakhir  triwulan  III,  jumlah  PTS  telah  berkurang  menjadi  80  PTS
dikarenakan 1 PTS telah dicabut izinnya yaitu STIK Rajawali. Selain itu, peningkatan
mutu  melalui  penggabungan  atau  penyatuan  juga  dilaksanakan  yaitu  Universitas
Pembangunan Indonesia Manado dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado.
Dari  hasil  evaluasi  kelayakan  yang  dilakukan  oleh  direktorat  kelembagaan
Dirjendiktiristek,  Penyatuan  dinyatakan  layak  dan  Badan  Penyelenggara  telah
menerima bantuan dana untuk kegiatan pendampingan akselerasi  melalui  program
APPP-PTS  batch  II.  Saat  ini  Badan  Penyelenggara  yang  menaungi  Universitas
Pembangunan Indonesia dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado sudah
melakukan kesiapan pendampingan yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober.
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Kendala/Permasalahan

Masih  ada  PTS  yang  belum mendapatkan  status  akreditasi  institusinya.  Beberapa
penyebabnya antara lain,  sudah mengunggah dokumen pada SAPTO namun masih
dalam tahap perbaikan dan ada juga yang sedang dalam status penilaian dokumen.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI Wilayah XVI akan terus melakukan monitoring terhadap PTS yang belum keluar
status akreditasinya. Sedangkan untuk program penyatuan perguruan tinggi, LLDIKTI
XVI akan ikut dalam pra pendampingan dan pendampingan persiapan visitasi lapangan.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan
Tinggi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta
kecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7.

Kendala/Permasalahan

Implementasi MBKM sebenarnya sudah diterapkan secara mandiri oleh hampir semua PTS, namun bisa
dikatakan maksimal karena belum adanya panduan MBKM Mandiri dan standar operasional prosedur yang
dibuat oleh PTS. Selain itu, sebagian besar PTS juga belum menerapkan sistem kurikulum berbasis Outcome
Based Education (OBE),  serta tingkat pemahaman perguruan terkait  sistem konversi  nilai  mata kuliah
MBKM. Beberapa PTS juga sudah menerapkan MBKM Mandiri melalui BKP namun belum memenuhi standar
SKS yang sudah ditentukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pendampingan untuk PTS dalam mengimplementasi MBKM Mandiri. Sistem pelaporan pada IKU-PT juga akan
dimonitor secara maksimal sehingga memastikan bagi PTS yang sudah melaksanakan aktivitas MBKM,
dapat terlapor pada PDDIKTI.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU  2.2]  Persentase  mahasiswa  S1  atau  D4/D3/D2/D1  PTS  yang  menjalankan  kegiatan
pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan
Tinggi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta
kecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7.

Kendala/Permasalahan
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Implementasi MBKM sebenarnya sudah diterapkan secara mandiri oleh hampir semua PTS, namun bisa
dikatakan maksimal karena belum adanya panduan MBKM Mandiri dan standar operasional prosedur yang
dibuat oleh PTS. Selain itu, sebagian besar PTS juga belum menerapkan sistem kurikulum berbasis Outcome
Based Education (OBE),  serta tingkat pemahaman perguruan terkait  sistem konversi  nilai  mata kuliah
MBKM. Beberapa PTS juga sudah menerapkan MBKM Mandiri melalui BKP namun belum memenuhi standar
SKS yang sudah ditentukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pendampingan untuk PTS dalam mengimplementasi MBKM Mandiri. Sistem pelaporan pada IKU-PT juga akan
dimonitor secara maksimal sehingga memastikan bagi PTS yang sudah melaksanakan aktivitas MBKM,
dapat terlapor pada PDDIKTI.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan
seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan keempat,  telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi  Implementasi  Kebijakan antiintoleransi,
antikekerasan seksual, antiperundungan dan antinarkoba dilingkungan Perguruan Tinggi Swasta lingkup
LLDIKTI Wilayah XVI. kegiatan ini juga dirangkaikan dengan deklarasi dan penandatanganan dukungan anti
Dosa Perguruan Tinggi yang diikuti oleh Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Wilayah Sulawesi
Tengah.  Dan  untuk  memaksimalkan  peran  stakeholder,LLDIKTI  XVI  juga  melakukan  penandatanganan
Memorandum of Understanding dengan Badan Narkotika Provinsi (BNP) Sulawesi Tengah.  

Kendala/Permasalahan

Untuk  Implementasi  kebijakan  antikorupsi,  belum  dilaksanakan  pada  kegiatan  tersebut,  dikarenakan
narasumber yang berhalangan hadir. Deklarasi dan penandatanganan juga belum dilakukan pada wilayah
lain yaitu Gorontalo dan Sulawesi Utara.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI XVI akan meminta laporan pelaksanaan implementasi kebijakan Anti dosa Perguruan Tinggi bagi
PTS yang sudah melaksanakannya baik dalam bentuk sosialisasi ataupun kuliah umum.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah
dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan
Tinggi.  monitoring dan evaluasi.  Instrumen monev diambil  berdasarkan beberapa variabel  diantaranya
konteks, input, proses serta kecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7. 

Kendala/Permasalahan

Jika dilihat dari pelaporan IKU pada PDDIKTI, masih banyak PTS yang belum maksimal dalam pelaporannya.
Dari  hasil  kegiatan tersebut,  juga ditemukan masih ada Badan Penyelenggara yang belum memahami
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pentingnya dosen berkegiatan di luar kampus, sebagai poin dalam peningkatan Indikator Kinerja Utama.

Strategi/Tindak Lanjut

Pengawasan bagi PT dan dosen yang akan melakukan pelaporan di SISTER khususnya terkait kegiatan
dosen di luar kampus. Selain itu LLDIKTI Wilayah XVI juga akan menggelar kegiatan Persamaan persepsi
Badan Penyelenggara dan Pimpinan PT tentang dosen berkegiatan di luar kampus. 

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah
program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Kegiatan yang sudah dilalukan pada triwulan ketiga ini antara lain, praktik baik pengelolaan PTS unggul
serta fasilitasi peningkatan kerja sama yang yaitu Universitas Telkom dengan Perguruan Tinggi Swasta yang
ada di Wilayah Sulawesi Utara.

Untuk peningkatan kerja sama antara program studi dengan Mitra DUDI, LLDIKTI Wilayah XVI juga telah
melaksanakan Dialog Multi Pihak di dua provinsi yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara yang dihadiri
oleh Pimpinan Perguruan Tinggi serta Mitra dan Calon Mitra baik dari instansi Pemerintah maupun Swasta.

Kendala/Permasalahan

Perlu pendampingan yang intens untuk memaksimalkan dan menindaklanjuti hasil penandatanganan kerja
sama antara PTS dan Mitra. 

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh PTS dalam pelaporan kerja sama adalah belum sinkronnya sistem
pelaporan kerja sama dengan pelaporan pada IKU di PDDIKTI. Sehingga sebagian besar data pada IKU
PDDIKTI, masih kosong.

Strategi/Tindak Lanjut

Fasilitasi PTS untuk melakukan kunjungan mitra dalam rangka menindaklanjut MoU yang sudah disepakati.
Selain itu, untuk pelaporan dokumen kerja sama, LLDIKTI akan melakukan monitoring dan pendampingan
bagi PTS yang memiliki kendala pada pelaporan.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

LLDIKTI XVI telah selesai melaksanakan evaluasi mandiri dan telah diajukan untuk dilakukan reviu oleh Tim
APIP Kemdikbudristek 
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Kendala/Permasalahan

Kendala yang dihadapi dalam  perencanaan kinerja yakni masih terdapat dokumen yang tidak dipenuhi
disebabkan beberapa dosen DPK yang belum  menyusun Evaluasi KInerja tahun 2023 dan Rencana Kinerja
Tahun 2024 yang selaras dengan  PK Kepala LLDIKTI Tahun 2024 

Strategi/Tindak Lanjut

Melakukan pendampingan secara intensif dan koodinasi dengan Dosen DPK untuk penyusunan Evaluasi SKP
2023 dan Rencana SKP 2024. 

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Telah  melakukan  upaya-upaya  penyerapan  anggaran  sesuai  dengan  pagu   RPD   pada  hall  III  DIPA,
melakukan  serta memastikan seluruh tim kerja melaksanakan kegiatan tepat waktu  

Kendala/Permasalahan

Melakukan evaluasi terhadap potensi sisa anggaran untuk dapat di maksimalkan dalam penyerapan dan
penggunaan anggaran, serta melakukan revisi kegiatan atas sisa anggaran yang tidak terserap. 

Strategi/Tindak Lanjut

Mengintensifkan koordinasi baik internal maupun eksternal untuk memastikan parameter yang ada dalam
NKA dapat dicapai secara optimal. melakukan reviu dan monev secara berkala untuk memastikan seluruh
program dan kegiatan berjalan sesuai  dengan rencana dan mengambil  tindakan mitigasi  dan korektif
apabila terjadi potensi masalah dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut 

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

Rincian Output Satuan
Fisik Anggaran

Target Capaian Sisa Pagu Realisasi Sisa

[DK.4472.BDB.001]
Lembaga
Pendidikan Tinggi
Akademik dan
Vokasi yang
mendapatkan
layanan
pembinaan
peningkatan mutu

Lembaga 80 68 12 Rp5.261.186.000 Rp4.497.204.502 Rp763.981.498

[DK.4472.BDB.002]
Lembaga
Pendidikan Tinggi
Akademik dan
Vokasi yang
mendapat layanan
rekomendasi

Lembaga 80 74 6 Rp76.360.000 Rp72.115.002 Rp4.244.998
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Rincian Output Satuan
Fisik Anggaran

Target Capaian Sisa Pagu Realisasi Sisa

[DK.4472.BEJ.001]
Dosen Non PNS
yang Menerima
Tunjangan Profesi

Orang 1456 4368 0 Rp48.368.430.000 Rp35.227.542.000 Rp13.140.888.000

[WA.6392.EBA.956]
Layanan BMN Dokumen 1 0 1 Rp10.000.000 Rp0 Rp10.000.000

[WA.6392.EBA.962]
Layanan Umum Layanan 11 9 2 Rp519.659.000 Rp375.911.131 Rp143.747.869

[WA.6392.EBA.994]
Layanan
Perkantoran

Layanan 12 9 3 Rp21.766.440.000 Rp14.178.321.612 Rp7.588.118.388

[WA.6392.EBB.951]
Layanan Sarana
Internal

Unit 8 8 0 Rp370.341.000 Rp58.170.870 Rp312.170.130

Total Anggaran Rp76.372.416.000 Rp54.409.265.117 Rp21.963.150.883

D. Rekomendasi Pimpinan

progres dan capaian yang sudah baik (melebihi  target)  akan dipertahankan, dan capaian yang belum
optimal akan ditingkatkan. sisa waktu yang ada di TW IV  akan dimanfaatkan untuk mengejar gap antara
target tahun 2024 dengan realisasi yang sudah dicapai pada TW III 

Gorontalo, 2 November 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah XVI Gorontalo

Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A.
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Laporan Kinerja Triwulan 4
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

XVI Gorontalo
Tahun 2024

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI
Gorontalo selama triwulan 4 tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator
Target

Perjanjian
Kinerja

Satuan Target Capaian

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama
LLDIKTI 95 % 95 99.6

[IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau
meningkatkan mutu dengan cara penggabungan dengan
PTS lain

61 % 61 75

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi

[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan
kegiatan pembelajaran di luar program studi 59.76 % 59.76 61.7

[IKU 2.2] Persentase mahasiswa S1 atau D4/D3/D2/D1
PTS yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar
program studi atau meraih prestasi

2.50 % 2.50 2.59

[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan
kebijakan antiintoleransi, antikekerasan seksual,
antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

92.68 % 92.68 93.8

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan

[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan
kinerja dengan meningkatkan jumlah dosen yang
berkegiatan di luar kampus

19.51 % 19.51 24.69

[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan
kinerja dengan meningkatkan jumlah program studi yang
bekerja sama dengan mitra

41.46 % 41.46 56.79

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)

[IKU 4.1] Predikat SAKIP B Predikat B BB

[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 91 Nilai 91 99.30
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B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 1.1] Kepuasan pengguna terhadap layanan utama LLDIKTI

Progress/Kegiatan

Sepanjang tahun 2024, total pengguna layanan pada Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi (SIPINTER)
LLDIKTI Wilayah XVI berjumlah 769 ajuan layanan. Dari Jumlah tersebut tercatat 766 pengguna layanan
puas dengan layanan yang diberikan dan 3 pengguna layanan tidak puas. Sehingga dari data tersebut,
persentase kepuasan pengguna layanan mencapai 99,6% untuk tahun 2024. Peningkatan kualitas layanan
LLDIKTI akan terus ditingkatkan dan diperbaiki dengan melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin
atas pelayanan informasi dan administrasi yang dilakukan oleh pegawai LLDIKTI Wilayah XVI. di tahun 2025,
peningkatan pelayanan akan difokuskan kepada pengembangan penyimpanan digital  serta  Componen
Based Software Engineering (CBSE) atau rekayasa perangkat lunak berbasis komponen. 

Kendala/Permasalahan

Pemahaman  layanan  yang  masih  sering  melakukan  kesalahan  penilaian.  Ada  ketidaksesuaian  antara
Tingkat kepuasan dengan catatan penilaian yang diberikan.

Strategi/Tindak Lanjut

Perlu perubahan pada fitur penilaian kepuasan pengguna layanan agar lebih mudah digunakan dan sesuai
antara Tingkat kepuasan dan catatan penilaian. Peningkatan kualitas pegawai sebagai pemberi layanan,
juga akan terus ditingkatkan melalui beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

[S 1] Meningkatnya kualitas layanan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU  1.2]  Persentase  PTS  yang  terakreditasi  atau  meningkatkan  mutu  dengan  cara
penggabungan  dengan  PTS  lain

Progress/Kegiatan

Untuk triwulan IV, LLDIKTI XVI fokus kepada tindak lanjut hasil pendampingan akselerasi akreditasi institusi
Perguruan Tinggi. saat ini jumlah PTS yang terakreditasi institusi berjumlah 73 PTS dari total 81 PTS. Pada
triwulan IV, jumlah PTS bertambah 1 PTS dengan lahirnya SK Pendirian Akademi Bisnis dan Keuangan
Primaniyarta di wilayah Sulawesi Utara. Sehingga total PTS kembali menjadi 81 PTS. 

Selain itu, peningkatan mutu melalui penggabungan atau penyatuan juga dilaksanakan yaitu Universitas
Pembangunan Indonesia Manado dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial Manado. Proses penyatuan
pada triwulan ini yaitu pendampingan akselerasi penggabungan yang dirangkaikan dengan visitasi lapangan
oleh  evaluator  kelembagaan.  Dari  hasil  visitasi  telah  dinyatakan  layak  dan  masuk  pada  tahap
pengunggahan dokumen melalui aplikasi SIAGA. 

Kendala/Permasalahan

Masih ada PTS yang belum mendapatkan status akreditasi institusinya. Beberapa penyebabnya antara lain,
sudah mengunggah dokumen pada SAPTO namun masih dalam tahap perbaikan dan ada juga yang sedang
dalam status penilaian dokumen.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI  Wilayah  XVI  akan  terus  melakukan  monitoring  terhadap  PTS  yang  belum  keluar  status
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akreditasinya.  sedangkan untuk program penyatuan perguruan tinggi,  LLDIKTI  Wilayah XVI  akan terus
memonitor dan memastikan Badan Penyelenggara dan Perguruan Tinggi mengikuti tahapan-tahapan yang
telah di tentukan oleh Direktorat Kelembagaan.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.1] Persentase PTS yang menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di luar program studi

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan
Tinggi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta
kecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7. Di triwulan keempat ini,
LLDIKTI Wilayah XVI melakukan patok banding khusus untuk Dewan Pakar MBKM LLDIKTI XVI. Patok banding
dilaksanakan di LLDIKTI Wilayah III dan LLDIKTI Wilayah IV dengan tujuan mempelajari apa yang sudah
dilaksanakan oleh para Dewan Pakar yang ada di Wilayah II dan IV. Dengan adanya pelaksanaan patok
banding  tentunya  diharapkan  agar  Dewan  Pakar  MBKM  dapat  lebih  efektif  dalam  melaksanakan
pendampingan peningkatan implementasi MBKM Mandiri ke Perguruan Tinggi. 

Kendala/Permasalahan

Implementasi MBKM sebenarnya sudah diterapkan secara mandiri oleh hampir semua PTS, namun bisa
dikatakan belum maksimal karena belum adanya panduan MBKM Mandiri dan standar operasional prosedur
yang dibuat oleh PTS. Selain itu, sebagian besar PTS juga belum menerapkan sistem kurikulum berbasis
Outcome Based Education (OBE), serta tingkat pemahaman perguruan terkait sistem konversi nilai mata
kuliah MBKM. Beberapa PTS juga sudah menerapkan MBKM Mandiri melalui BKP namun belum memenuhi
standar SKS yang sudah ditentukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pendampingan untuk PTS dalam mengimplementasi MBKM Mandiri. Sistem pelaporan pada IKU-PT juga akan
dimonitor secara maksimal sehingga memastikan bagi PTS yang sudah melaksanakan aktivitas MBKM,
dapat terlapor pada PDDIKTI.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU  2.2]  Persentase  mahasiswa  S1  atau  D4/D3/D2/D1  PTS  yang  menjalankan  kegiatan
pembelajaran di luar program studi atau meraih prestasi

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan
Tinggi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta
kecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7. Di triwulan keempat ini,
LLDIKTI Wilayah XVI melakukan patok banding khusus untuk Dewan Pakar MBKM LLDIKTI XVI. Patok banding
dilaksanakan di LLDIKTI Wilayah III dan LLDIKTI Wilayah IV dengan tujuan mempelajari apa yang sudah
dilaksanakan oleh para Dewan Pakar yang ada di Wilayah II dan IV. Dengan adanya pelaksanaan patok
banding  tentunya  diharapkan  agar  Dewan  Pakar  MBKM  dapat  lebih  efektif  dalam  melaksanakan
pendampingan peningkatan implementasi MBKM Mandiri ke Perguruan Tinggi. 

Kendala/Permasalahan

Implementasi MBKM sebenarnya sudah diterapkan secara mandiri oleh hampir semua PTS, namun bisa
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dikatakan belum maksimal karena belum adanya panduan MBKM Mandiri dan standar operasional prosedur
yang dibuat oleh PTS. Selain itu, sebagian besar PTS juga belum menerapkan sistem kurikulum berbasis
Outcome Based Education (OBE), serta tingkat pemahaman perguruan terkait sistem konversi nilai mata
kuliah MBKM. Beberapa PTS juga sudah menerapkan MBKM Mandiri melalui BKP namun belum memenuhi
standar SKS yang sudah ditentukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pendampingan untuk PTS dalam mengimplementasi MBKM Mandiri. Sistem pelaporan pada IKU-PT juga akan
dimonitor secara maksimal sehingga memastikan bagi PTS yang sudah melaksanakan aktivitas MBKM,
dapat terlapor pada PDDIKTI.

[S 2] Meningkatnya efektivitas sosialisasi kebijakan pendidikan tinggi
[IKU 2.3] Persentase PTS yang mengimplementasikan kebijakan antiintoleransi, antikekerasan
seksual, antiperundungan, antinarkoba, dan antikorupsi

Progress/Kegiatan

Pada Triwulan keempat, LLDIKTI Wilayah XVI fokus kepada pendataan laporan pelaksanaan implementasi
kebijakan Anti Dosa Perguruan Tinggi bagi PTS. Selain itu, LLDIKTI Wilayah XVI juga turut melaksanakan
kegiatan Uji Coba Portal Rekrutmen Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan
Perguruan Tinggi.

Kendala/Permasalahan

Untuk  Implementasi  kebijakan  antikorupsi,  belum  dilaksanakan  pada  kegiatan  tersebut,  dikarenakan
narasumber yang berhalangan hadir. Deklarasi dan penandatanganan juga belum dilakukan pada wilayah
lain yaitu Gorontalo dan Sulawesi Utara. Selain itu, masih banyak PTS yang belum melaporkan implementasi
kebijakan Anti Dosa Perguruan Tinggi baik dalam bentuk Sosialisasi ataupun Kuliah Umum. 

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI XVI akan menindaklanjuti laporan pelaksanaan implementasi kebijakan Anti dosa Perguruan Tinggi
bagi PTS yang sudah melaksanakannya baik dalam bentuk sosialisasi ataupun kuliah umum.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.1] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah
dosen yang berkegiatan di luar kampus

Progress/Kegiatan

Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara khusus pada implementasi MBKM Mandiri di Perguruan
Tinggi. Instrumen monev diambil berdasarkan beberapa variabel diantaranya konteks, input, proses serta
kecapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PT khususnya untuk IKU 2,3,6 dan 7. Di triwulan keempat ini,
LLDIKTI Wilayah XVI melakukan patok banding khusus untuk Dewan Pakar MBKM LLDIKTI XVI. Patok banding
dilaksanakan di LLDIKTI Wilayah III dan LLDIKTI Wilayah IV dengan tujuan mempelajari apa yang sudah
dilaksanakan oleh para Dewan Pakar yang ada di Wilayah II dan IV. Dengan adanya pelaksanaan patok
banding  tentunya  diharapkan  agar  Dewan  Pakar  MBKM  dapat  lebih  efektif  dalam  melaksanakan
pendampingan peningkatan implementasi MBKM Mandiri ke Perguruan Tinggi. 
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Kendala/Permasalahan

Implementasi MBKM sebenarnya sudah diterapkan secara mandiri oleh hampir semua PTS, namun bisa
dikatakan belum maksimal karena belum adanya panduan MBKM Mandiri dan standar operasional prosedur
yang dibuat oleh PTS. Selain itu, sebagian besar PTS juga belum menerapkan sistem kurikulum berbasis
Outcome Based Education (OBE), serta tingkat pemahaman perguruan terkait sistem konversi nilai mata
kuliah MBKM. Beberapa PTS juga sudah menerapkan MBKM Mandiri melalui BKP namun belum memenuhi
standar SKS yang sudah ditentukan.

Strategi/Tindak Lanjut

Pendampingan untuk PTS dalam mengimplementasi MBKM Mandiri. Sistem pelaporan pada IKU-PT juga akan
dimonitor secara maksimal sehingga memastikan bagi PTS yang sudah melaksanakan aktivitas MBKM,
dapat terlapor pada PDDIKTI.

[S 3] Meningkatnya inovasi perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan
[IKU 3.2] Persentase PTS yang berhasil meningkatkan kinerja dengan meningkatkan jumlah
program studi yang bekerja sama dengan mitra

Progress/Kegiatan

Di  triwulan  keempat  ini,  LLDIKTI  Wilayah  XVI  fokus  kepada fasilitasi  peningkatan  kerja  sama melalui
kegiatan Patok Banding Fasilitasi Kerja Sama PTS Unggul. Kegiatan ini diikuti oleh 39 Perguruan Tinggi yang
ada di Wilayah Gorontalo, Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Ada 6 Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi
patok banding yaitu Universitas Pamulang, Institut Teknologi Nasional, Universitas Parahyangan, Universitas
Telkom, Universitas Maranatha dan Technopark Gunadarma. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempelajari
praktik-praktik  baik yang telah dilakukan oleh perguruan tinggi  baik dari  penjaminan mutu,  akademik
hingga  tata  kelola  kelembagaan  untuk  menuju  PTS  Unggul.  Selain  patok  banding,  kegiatan  ini  juga
dirangkaikan dengan inisiasi kerja sama melalui penandatangan MoU antara perguruan tinggi yang menjadi
Lokasi patok banding dengan 27 Perguruan Tinggi yang menjadi peserta patok banding. 

Kendala/Permasalahan

Perlu pendampingan yang intens untuk memaksimalkan dan menindaklanjuti hasil penandatanganan kerja
sama antara PTS dan Mitra. Selama ini, masih banyak kerja sama yang hanya sampai di penandatangan
MoU tanpa ditindaklanjuti,  hal  ini  menjadi  pekerjaan rumah PTS dan LLDIKTI  sebagai  fasilitator  untuk
memberikan dorongan dan mengikuti perkembangan serta tindak lanjut dari hasil inisiasi kerja sama.

Strategi/Tindak Lanjut

Fasilitasi PTS untuk melakukan kunjungan mitra dalam rangka menindaklanjut MoU yang sudah disepakati.
Selain itu, untuk pelaporan dokumen kerja sama, LLDIKTI akan melakukan monitoring dan pendampingan
bagi PTS yang memiliki kendala pada pelaporan.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.1] Predikat SAKIP

Progress/Kegiatan

Telah dilakukan evaluasi atas LKE secara mandiri melalui aplikasi Spasikita
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Kendala/Permasalahan

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian predikat SAKIP yakni : 

 1. LLDIKTI XVI belum memiliki aplikasi internal untuk pengumpulan data kinerja;

 2. Masih terdapat dokumen atau data dukung yang belum dapat dipenuhi

Strategi/Tindak Lanjut

Untuk mencapai predikat SAKIP yang diharapkan, strategi yang akan ditempuh yakni : 

 1. Mengembangkan/replikasi sistem aplikasi pengumpulan data kinerja;

 2. Meningkatkan kompetensi Tim Kerja dan Tim SAKIP dalam implementasi SAKIP.

[S 4] Meningkatnya tata kelola Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI)
[IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L

Progress/Kegiatan

Dalam rangka meningkatkan Nilai kinerja Anggaran beberapa hal yang telah dilakukan yakni :

 1. Melakukan optimalisasi pelaporan capaian output melalui aplikasi SAKTI                        

2. Melakukan penyesuaian RPD  hal III Dipa

Kendala/Permasalahan

Beberapa masalah dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian nilai kinerja anggaran (NKA) yakni :

 1. Belum seluruh staff memahami proses bisnis pengelolaan keuangan

 2. Terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu disebabkan karena perubahan
regulasi sehingga mempengaruhi nilai realisasi anggaran pada RPD.

Strategi/Tindak Lanjut

LLDIKTI XVI akan meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan baik memalui pendidikan maupun
melalui patok banding ke satker yang telah memiliki kinerja anggaran yang baik

C. Capaian Fisik dan Anggaran per-Rincian Output
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Rincian Output Satuan
Fisik Anggaran

Target Capaian Sisa Pagu Realisasi Sisa

[DK.4472.BDB.001]
Lembaga
Pendidikan Tinggi
Akademik dan
Vokasi yang
mendapatkan
layanan
pembinaan
peningkatan mutu

Lembaga 80 79 1 Rp5.261.186.000 Rp5.135.562.736 Rp125.623.264

[DK.4472.BDB.002]
Lembaga
Pendidikan Tinggi
Akademik dan
Vokasi yang
mendapat layanan
rekomendasi

Lembaga 80 84 0 Rp76.360.000 Rp72.115.002 Rp4.244.998

[DK.4472.BEJ.001]
Dosen Non PNS
yang Menerima
Tunjangan Profesi

Orang 1456 5824 0 Rp47.174.969.000 Rp46.696.267.800 Rp478.701.200

[WA.6392.EBA.956]
Layanan BMN Dokumen 1 1 0 Rp10.000.000 Rp9.999.000 Rp1.000

[WA.6392.EBA.962]
Layanan Umum Layanan 11 11 0 Rp519.659.000 Rp423.616.131 Rp96.042.869

[WA.6392.EBA.994]
Layanan
Perkantoran

Layanan 12 11 1 Rp17.514.967.000 Rp16.528.167.440 Rp986.799.560

[WA.6392.EBB.951]
Layanan Sarana
Internal

Unit 8 8 0 Rp370.341.000 Rp358.588.122 Rp11.752.878

Total Anggaran Rp70.927.482.000 Rp69.224.316.231 Rp1.703.165.769

D. Rekomendasi Pimpinan

capaian di TW IV telah melampaui target yang ditetapkan. berbagai kendala yang dihadapi pada tahun 2024
dan belum terselesaikan agar menjadi prioritas penyelesaian pada tahun 2025. program dan kegiatan yang
telah teruji meningkatkan capaian kinerja agar dipertahankan dan dikembangkan pada tahun 2025. adapun
program  dan  kegiatan  yang  dampaknya  kecil  bagi  pencapaian  target  kinerja  agar  dievaluasi  lagi
keberlanjutannya melalui dialog kinerja yang akan dilaksanakan pada awal TW 1 tahun 2025

Gorontalo, 31 Desember 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah XVI Gorontalo

Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A.
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Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah

XVI Gorontalo
Tahun 2024

No Komponen Bobot Nilai Akuntabilitas Kinerja

1 Perencanaan Kinerja 30% 21.6

2 Pengukuran Kinerja 30% 22.2

3 Pelaporan Kinerja 15% 11.1

4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25% 18.5

Predikat BB 73.4

Catatan

A. Perencanaan Kinerja

LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo telah menyusun Definisi Operasional Renstra, namun demikian dari 91.
(sembilan) IKU yang menjadi  target LLDIKTI  Wilayah XVI Gorontalo,  terdapat 2 IKU yang belum
disusun  definisi  operasionalnya  yaitu  IKU  Predikat  SAKIP  dan  IKU  Nilai  Kinerja  Anggaran  atas
pelaksanaan  RKA/KL.
Mengacu  pada  definisi  operasional,  periode  pengumpulan  data  capaian  kinerja  adalah  triwulanan,2.
namun  di  dalam  Rencana  Aksi  atas  Perjanjian  Kinerja  Tahun  2024,  seluruh  Indikator  Kinerja
ditargetkan tercapai di triwulan IV.

    

B. Pengukuran Kinerja

LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo telah menyusun pengukuran kinerja Triwulan I dan Triwulan II melalui1.
aplikasi SPASIKITA Kemendikbud, diketahui bahwa dari progres/kegiatan yang telah dilaksanakan
sampai dengan triwulan II telah menunjukkan adanya progres capaian [IKU 1.1] Kepuasan pengguna
terhadap layanan utama LLDIKTI dan [IKU 1.2] Persentase PTS yang terakreditasi atau meningkatkan
mutu dengan cara penggabungan dengan PTS lain,  namun progres capaian IKU tersebut belum
dilaporkan dalam Pengukuran Kinerja Triwulan II.
Terdapat POS pengumpulan data kinerja,  namun belum menjelaskan keterlibatan tiap tim kerja2.
dalam pengumpulan data capaian kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

1. Pada Bab III Laporan Kinerja tahun 2023, Capaian [IKU 4.2] Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA
K/L, perhitungannya masih mengacu pada PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dengan
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bobot nilai EKA sebesar 60% dan bobot nilai IKPA sebesar 40%. Untuk tahun 2023 PMK tersebut telah
dicabut,  selanjutnya  untuk  perhitungan  NKA  mengacu  pada  PMK  Nomor  62  Tahun  2023  tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dengan bobot
nilai EKA sebesar 50% dan bobot nilai IKPA sebesar 50%.

2. Pada BAB IV (Penutup) Laporan Kinerja tahun 2023 belum mengungkapkan permasalahan yang dihadapi
dalam pencapaian target indikator kinerja dan upaya perbaikan yang akan dilakukan. 

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1. LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo telah melakukan evaluasi  akuntabilitas kinerja internal  2024, namun
belum melampirkan notulensi rapat evaluasi AKIP internal yang menunjukkan keterlibatan pimpinan, dan
belum melampirkan bukti adanya perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi
akuntablitas kinerja internal.

2. Catatan LHE tahun 2023 belum seluruhnya ditindaklanjuti (2 orang belum menyusun dan belum dinilai
SKP th 2023 a.n Surajuddin Laliyo dan Risnawati Labadjo), serta belum dilampirkan data dukung tindaklanjut
LHE tahun 2023

Rekomendasi

A. Perencanaan Kinerja

Agar  seluruh  IKU  Renstra  LLDIKTI  Wilayah  XVI  Gorontalo  disusun  definisi  operasionalnya,  sebagai1.
panduan dalam melakukan perhitungan capaian indikator kinerja tersebut.
Agar  dalam  menyusun  Rencana  Aksi  atas  Perjanjian  Kinerja  LLDIKTI  Wilayah  XVI  Gorontalo,2.
ketercapaian IKU tersebut tidak hanya ditargetkan di Triwulan IV saja, progres ketercapaiannya dapat
ditargetkan di Triwulan I  s.d IV dengan mempertimbangkan rencana pelaksanaan kegiatan yang
mendukung ketercapaian IKU tersebut.

B. Pengukuran Kinerja

Agar  menghitung  capaian  IKU  sesuai  dengan  definisi  operasional  renstra  dan  melaporkan  progres1.
capaian tersebut ke dalam pengukuran kinerja triwulanan.
Agar merevisi POS pengumpulan data kinerja, serta menjelaskan keterlibatan tiap tim kerja dalam2.
pengumpulan data capaian kinerja.

C. Pelaporan Kinerja

Agar LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo dalam menghitung capaian NKA mengacu pada pada PMK Nomor1.
62  Tahun  2023  tentang  Perencanaan  Anggaran,  Pelaksanaan  Anggaran,  serta  Akuntansi  dan
Pelaporan Keuangan.
Agar BAB IV Laporan Kinerja LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo mengungkapkan permasalahan yang2.
dihadapi dan rekomendasi upaya perbaikannya. Informasi tersebut dapat digunakan organisasi untuk
melakukan  perbaikan  aktivitas  kinerja  dan  perencanaan  kinerja  untuk  meningkatkan  kinerja
organisasi kedepannya.

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Agar  LLDIKTI  Wilayah  XVI  Gorontalo  mengunggah  notulensi  rapat  evaluasi  AKIP  internal  yang1.
menunjukkan keterlibatan pimpinan dan bukti adanya perbaikan dan peningkatan kinerja internal
(Laporan Monitoring Evaluasi (Monev) Kinerja Triwulanan).
Agar LLDIKTI Wilayah XVI Gorontalo menindaklanjuti seluruh catatan LHE 2023, dan mengunggah2.
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data dukung tindak lanjut LHE tersebut di aplikasi spasikita.

 

Jakarta, 2 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Inspektur III

Masrul Latif
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2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI Gorontalo

Tahun 2023
 

No Komponen Rekomendasi Tindak Lanjut Data Dukung

1. Perencanaan

Kinerja

Agar diberikan penjelasan terkait

analisis perhitungan target capaian

dalam PK khususnya Target kinerja

pada IKU 1.1 Persentase Layanan

LLDIKTI yang tepat waktu pada

tahun sebelumnya target 94 dan

realisasi 89 namun mengapa pada

target tahun 2023 hanya 80 berada

di bawah realisasi tahun 2022

Bahwa target yang disusun untuk IKU 1 tahun 2022
tidak melalui perhitungan proyeksi yang tepat bahkan
ditetapkan lebih awal daripada target pada Renstra.
Perhitungan realisasi tahun 2022 juga belum
sepenuhnya akurat karena pelayanan masih dilakukan
secara manual dan belum terdapat standar pelayanan.
 Pada tahun 2023, kami melakukan revisi atas target
tersebut pada Dokumen Renstra serta telah mendapat
persetujuan dari Biro Perencanaan. Hal ini kami lakukan
karena mulai Februari 2023, pelayanan kami telah
mengadopsi Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi
(SIPINTER) yang dapat diakses secara online oleh
pengguna layanan melalui
laman sipinter.lldiktiwil16.id dan telah dilengkapi dengan
standar pelayanan publik, termasuk di dalamnya standar
waktu, sehingga pengukuran capaian IKU 1 untuk
ketepatan waktu pelayanan sudah lebih akuntabel.  

Renstra Revisi 1

http://sipinter.lldiktiwil16.id/


 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

2. Perencanaan

Kinerja

Melengkapi bukti dukung yang dapat

menginformasikan kegiatan/

aktivitas hasil kerjasama yang

dilakukan di unit kerja

lain/pemangku kepentingan lain

yang mendukung kinerja organisasi

jika memang sudah pernah ada

kerja sama.

- Akan ditindaklanjuti sesuai  rekomendasi  yakni
informasi aktivitas kerjasama yang telah dilaksanakan  

Laporan kerjasama

Polda Gorontalo

dengan LLDIKTI XVI

3. Perencanaan

Kinerja

Sasaran dan indikator kinerja agar

disesuaikan dengan Nomor

210/M/2023 Tentang Indikator

kinerja pada Perguruan Tinggi

Negeri dan Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi yang disahkan

pada tanggal 25 Juli 2023.

-Kepmendikbudristek Nomor 210/M/2023 Tentang
Indikator kinerja pada Perguruan Tinggi Negeri dan
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi baru disahkan
pada tanggal 25 Juli 2023 sedangkan Laporan Capaian
Kinerja 2022 masih menggunakan Kepmendikbud
 Nomor 3/M/2021

1. PK Akhir 2023

2. PK Awal 2023

3. Laporan Kinerja

LLDIKTI XVI tahun

2023

4. Perencanaan

Kinerja

Memastikan bahwa seluruh

pegawaitelah menyusun SKP sesuai

dengan Permenpan RB Nomor 6

Tahun 2022 tentang Pengelolaan

Kinerja ASN, dan perbaiki instrumen

wawancara terkait apakah pegawai

menyusun SKP berdasarkan PP

Nomor 6 Tahun 2022 menjadi

PermenpanRB Nomor Tahun 2022

-Telah ditindaklajuti dengan surat edaran Kepala
LLDIKTI XVI  terkait pengumpulan  Hasil Evaluasi SKP
2023 dan Penyusunan Sasaran SKP tahun 2024 di awal
Tahun 2024. terlampir link google drive pengumpulan
data SKP.

Link pengumpulan

data SKP Evaluasi

2023 dan sasaran SKP

2024



 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

5. Pengukuran

Kinerja

Memastikan bahwa capaian kinerja

telah menjadi dasar rotasi pegawai

pada internal organisasi dokumen

dapat berupa notula rapat.

-Rotasi Pegawai sudah mempertimbangkan kinerja,
komitmen dan kompetensi pegawai. Karena
keterbatasan jumlah pegawai, maka pegawai yang
performanya baik ditugaskan untuk menangani lebih
dari satu jenis pekerjaan. Struktur Tim Kerja yang
dibentuk juga cukup dinamis dengan
mempertimbangkan kebutuhan, sehingga
pergeseran/rotasi juga terjadi secara dinamis. Adapun
pegawai yang performanya masih dirasakan kurang,
diberikan penyesuaian tugas yang berdampak pada
rotasi pegawai lintas tim kerja.

Notula Rapat

Penyesuaian Tim Kerja

2024

6. Pengukuran

Kinerja

Pada laporan capaian kinerja

triwulanan agar dijelaskan kendala

dan tindak lanjut yang dilakukan

sebagai hasil dari evaluasi yang

telah dilakukan oleh satuan kerja.

dan memastikan semua hasil

pengukuran telah digyunakan

sebagai dasar (ditindaklanjuti) untuk

pengambilan keputusan atau

penyesuaian kebijakan dan dalam

rangka mencapai target yang

ditetapkan serta belum terdapat

evaluasi capaian kinerja terkait

penyesuaian anggaran dalam

mencapai kinerja.

-Telah ditindaklanjuti pada laporan capaian kinerja
triwulan III  Tahun 2023 

Notula rapat Evaluasi

Capaian Kinerja TW III

2023



 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

7. Pengukuran

Kinerja

Melakukan perbaikan pada laporan

kinerja agar pada setiap notula rapat

evaluasi capaian kinerja dapat

menjelaskan bahwa telah dilakukan

penelaahan secara berjenjang.

-Penyusunan Laporan kinerja telah dilakukan secara
berjenjang  dari tim kerja. terlampir pula link pegumpulan
data kinerja triwulan yang diisi oleh Tim Kerja 

1. Pengukuran Kinerja

TW III tahun 2023

2. Pengukuran Kinerja

TW IV

3. Notula rapat

Evaluasi Capaian

Kinerja TW III 2023

4. Link pengumpulan

data kinerja secara

berjenjang dari Tim

Kerja

8. Pelaporan

Kinerja

Laporan kinerja agar digunakan

sebagai dasar penyesuaian

perencanaan kinerja yang akan

dihadapi berikutnya, dikarenakan

masih terdapat target pada PK tahun

2023 yang nilainya di bawah

realisasi target tahun 2022.

-Sudah ditindaklanjuti dengan menyusun perencanaan
kinerja tahun berjalan  dengan membuat persandingan
rencana kerja tahun berjalan dengan rencana kerja
tahun depan.  Seluruh target yang disusun tidak ada lagi
yang lebih rendah dibandingkan capain tahun
sebelumnya.

Notula rapat Evaluasi

Capaian Kinerja TW III

2023

9. Pelaporan

Kinerja

Tindak lanjut pada laporan kinerja

sebelumnya agar ditindaklanjuti

pada pelaksanaan program tahun

berjalan.

-Sudah ditindaklanjuti dengan melaksanakan program
dan kegiatan pada tahun berjalan sehingga telah terjadi
peningkatan capaian kinerja pada akhir tahun yang telah
dituangkan pada Laporan Kinerja LLDIKTI XVI tahun
2023. Tindak lanjut laporan tahun 2023 juga menjadi
faktor yang diperhatikan dalam pelaksanaan program
tahun 2024.

Laporan Kinerja

LLDIKTI XVI tahun

2023



 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

10. Pelaporan

Kinerja

Melampirkan bukti dukung adanya

perubahan budaya kerja organisasi

sebelum dan sesudah penerapan

tindaklanjut.

-LLDIKTI Wilayah XVI telah menetapkan Budaya Kerja
CERDAS yang merupakan singkatan dari Cekatan,
Efektif, Ramah, Disiplin, Amanah dan Semangat.
Budaya kerja tersebut diinternalisasi oleh pegawai
sehingga mulai terjadi transformasi cara pegawai
bekerja. perubahan misalnya dapat dilihat pada
penyusunan program kerja yang saat ini sudah melalui
proses dialog kinerja sehingga kegiatan yang dirancang
sesuai dengan kebutuhan dan kondisi perguruan tinggi. 

1. Undangan Dialog

Kinerja

2. Dokumentasi Dialog

Kinerja

11. Pelaporan

Kinerja

Pada BAB 3 Laporan kinerja tahun

yang akan datang agar menyajikan

informasi terkait perbandingan

realisasi kinerja dengan target

jangka menengah (target akhir

renstra).

-Sudah ditindaklanjuti dalam Laporan Kinerja LLDIKTI
XVI tahun 2023

Laporan Kinerja

LLDIKTI XVI tahun

2023

12. Pelaporan

Kinerja

Pimpinan dan seluruh pegawai agar

dilibatkan dalam penyusunan

laporan kinerja.

-Seluruh pegawai telah dilibatkan dalam penyusunan
Laporan Kinerja  

1. SK Tim penyusun

Laporan Kinerja 2023

2. SK Panitia rapat

penyusunan LAKIN

2023



 

Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

13. Evaluasi

Akuntabilitas

Kinerja

Internal

Memastikan tim evaluasi internal

laporan kinerja sudah melibatkan

semua fungsi dalam LLDIKTI XVI

dan tim laporan kinerja telah

didukung dengan SDM yang

mumpuni.

-Laporan Kinerja Tahun 2023 sudah melibatkan semua
fungsi yang ada di LLDIKTI  serta SDM yang menangani
 Laporan Kinerja telah mengikuti Diklat SAKIP dan Diklat
SAKIP Lanjutan untuk Kepala Bagian Umum 

1. SK Tim penyusun

Laporan Kinerja 2023

2. Notula rapat

penyusnan LAKIN

2023

 

 Gorontalo, 27 Maret 2024

 
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Wilayah XVI Gorontalo,

   

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Munawir Sadzali Razak, S.IP.,M.A.

NIP 198306102006041001

 



LLDIKTI WILAYAH XVI

Alamat
Jl. Anggur, Kec. Dungingi, Kota Gorontalo, 96138

Whatsapp
+62 877-60-161616

Website

Surat Elektronik
lldikti16_gtlo@kemdikbud.go.id

lldikti16.kemdikbud.go.id
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